
Bahkan, ada yang mengingatkan
agar pengelolaan dana bantuan untuk
penanganan Covid-19 dilakukan secara
serius, transparan dan profesional agar
sampai kepada yang berhak.

Anggota Komisi III DPR, Eva
Yuliana dari Fraksi Partai Nasional
Demokrat (Nasdem) meminta Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut

mengawasi persoalan data masyarakat
terdampak Covid-19 yang menerima
bansos. 
Pola Distribusi

Dalam penjelasannya, Firli me-
nyampaikan DTKS telah dipadankan
dengan data kependudukan di Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam

Negeri berdasarkan Nomor Induk
Kependudukan (NIK).

Selain itu, Eva juga berharap KPK
mewaspadai pola distribusi bantuan
sembako dan alat pelindung diri (APD)
di berbagai daerah yang menggunakan
dana APBN atau APBD.

Penyaluran bansos dalam penangan-
an Covid-19 harus diperhatikan KPK,
mengingat 27 persen atau Rp 110 triliun
dari tambahan belanja Pemerintah Pusat
pada APBN 2020, dialokasikan untuk
jaring pengaman sosial (JPS), termasuk
bansos kepada masyarakat yang ter-
dampak Covid-19.(G11-51)
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TERIMA BANTUAN : Kru angkutan menerima bantuan uang dan langsung dicairkan melalui ATM BRI 
di Komplek Polres Salatiga.(26) 

SM/Surya Yuli P

KPK Diminta Awasi 
Dana Bansos Covid-19

SOLO - Adanya penyalahgunaan dana bantuan 
sosial (bansos) bagi masyarakat selama
ini menjadi sorotan. 

SALATIGA - Perkembangan penanan-
ganan pasien Covid-19 terjadi di Kota
Salatiga menunjukkan hasil menggembira-
kan. Secara kumulatif, hingga Jumat (1/5),
jumlah pasien sembuh sudah enam orang. 

Sementara itu jumlah pasien positif
bertambah satu menjadi 11 orang berdasar-
kan terdata Dinas Kesehatan Kota (DKK)
Salatiga. Adapun orang tanpa gejala (OTG)
sebanyak 149 orang yang terus dipantau
DKK. Lalu jumlah orang dalam pemantauan
(ODP) sebanyak 16 orang dan jumlah pasien
dalam pengawasan (PDP) hanya seorang. 

‘’Pekan lalu, pasien yang dinyatakan
sembuh dua orang. Jumat (1/5) ini (kemarin)
yang dinyatakan sembuh ada empat orang,’’
kata Kepala DKK Salatiga Siti Zuraidah
MKes, kemarin.

Adapun empat orang yang sembuh ada-

lah satu pasien positif (kasus 2) yang dirawat
di RS Paru dr Ario Wirawan (RSPAW) dan
tiga orang pasien positif yang dirawat di
RSUD Kota Salatiga (dari kasus 4, 5, dan 6).
Kemudian tambahan pasien positif merupa-
kan seorang pria dewasa berusia 35 tahun,
beralamat di Dukuh Gunungsari, Kelurahan
Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir Salatiga. 

Polres Salatiga menyalurkan bantuan
kepada 361 kru angkutan umum angkota dan
bus,  tukang becak, ojek, sais dokar. Bantuan
Program Peduli Keselamatan 2020 itu
dicairkan lewat kartu ATM BRI Salatiga.

Kapolres AKBP Rahmad Hidayat dan
Pemimpin Cabang BRI Salatiga, Tasurun,
secara simbolis menyerahkan kartu ATM
kepada penerima. 

Setiap tiap bulan akan dicairkan sebesar
Rp 600.000.  (H2-26)

Enam Pasien Covid-19
di Salatiga Sembuh 

TEGAL - Sebanyak 34 maha-
siswa luar daerah, dari Politeknik
Harapan Bersama (PHB) Tegal,
kini membutuhkan bantuan untuk
bertahan hidup di tengah kebijakan
pandemi Covid 19.

Mereka berasal dari sejumlah
daerah, antara lain dari Karawang
dan Cilacap. Kemudian ada yang
berasal dari luar pulau Jawa. Seperti
dari  Palembang, Padang, Medan
dan Jambi.

Direktur PHB Tegal Mc Cham-
bali BEng EE MKom menyatakan,
selama berada di indekos atau asra-
ma, lanjut dia, tentu mereka mem-
butuhkan bantuan logistik seperti
sembako dan lain-lainnya. Juga
kebutuhan alat pelindung diri seper-
ti masker dan penyanitasi tangan
(hand sanitizer). (D12-26)

34 Mahasiswa Luar Daerah Butuh Bantuan

SEMARANG - BPJS Ketena-
gakerjaan akan memberlakukan
kebijakan pemotongan 90 persen
iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian
(JKM) kepada pesertanya di seluruh
Indonesia setiap bulannya selama
tiga bulan ke depan. Kebijakan ini
berpotensi bisa diperpanjang tiga
bulan selanjutnya tergantung hasil
evaluasi Pemerintah Republik
Indonesia ke depan

Hal ini dikatakan Direktur
Utama BPJS Ketenagakerjaan,
Agus Susanto kepada awak media,
Jumat (1/5). Kebijakan yang dipu-
tuskan ini BPJAMSOSTEK (nama
panggilan baru dengan penulisan
kapital untuk membedakan dengan
BPJS Kesehatan per November
2019) sebagai dukungan darikebi-
jakan pemerintah Indonesia yang
mengumumkan rencana relaksasi
iuran peserta terkait penanggulan-
gan pandemi Covid-19.

”BPJAMSOSTEK mendukung
sepenuhnya kebijakan pemerintah
agar dapat ikut membantu perusaha-
an atau pemberi kerja tidak melaku-
kan PHK dan memastikan pemba-
yaran THR.  Beberapa program jam-
inan sosial yang diselenggarakan
BPJAMSOSTEK direncanakan
bakal dilakukan relaksasi iuran
sesuai yang disepakati bersama
pemerintah,’’kata Agus.

‘’JKK dan JKM rencananya

dipotong 90 persen atau cukup diba-
yarkan pemberi kerja sebesar 10
persen setiap bulannya selama 3
bulan. Hal ini dapat diperpanjang 3
bulan lagi berdasarkan evaluasi
Pemerintah,” lanjutnya

Sedangkan untuk iuran Jaminan
Pensiun (JP) rencananya dibayarkan
sebesar 30 persen saja setiap bulan-
nya selama 3 bulan. Sedangkan
selebihnya sebesar 70 persen dapat
ditunda pembayarannya sampai 6
bulan berikutnya.

‘’Kendati rencananya bakal
diterapkan relaksasi pembayaran
iuran BPJAMSOSTEK terkait dam-
pak pandemi wabah virus Covid-19,
pemberian manfaat program JKK,
JKM dan JP kepada peserta tidak
akan terpengaruh atau berkurang.
Besaran kompensasi yang dapat
dihemat oleh peserta pemberi kerja
dari penyesuaian iuran program
JKK, JKM dan JP ini mencapai
sebesar Rp12,6 triliun,’’ ungkap
Agus

Namun khusus untuk iuran
Jaminan Hari Tua (JHT) tidak dilaku-
kan relaksasi. Program ini tetap diba-
yarkan pemberi kerja dan pekerja
sesuai regulasi berlaku. ‘’Pelaksanaan
atau implementasi kebijakan relaksasi
iuran itu masih harus menunggu ter-
bitnya regulasi Peraturan Pemerintah
(PP), yang saat ini sedang difinalisasi
oleh pemerintah,’’ tandas Agus.
(mam-26)

Iuran JKK dan JKM 
Akan Potong 90 % 

BANTUAN MAHASISWA :Tim dari PHB Tegal saat menyerahkan bantuan logistik untuk
mahasiswa luar daerah, yang tak bisa pulang kampung atau mudik Lebaran.(26) 

SM/Riyono Toepra

Eva Yuliana SM/dok


